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BUPATI LANGKAT-
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR s TAHUN 2016
TENTANG

. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan daerah Nomor 16
tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah , perl}l
diatur lebih lanjut menegenai kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Pemukiman dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan
Bupati;.

babwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka
pertu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat.

Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 1956 Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 wemang FPerumaban
dan K_awasan Pemukuman (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 .Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188 )

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diub kedua kalinya dengan
Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 eru

Kedua atas Undang - Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
%gg}ggtg{lgnNDaeralgs(I%mbbaran I}icgam Rc%ublik Indonesia

omor 58, Tambahan i

Indonesia Nomor 5679); cmbaran Negara Republik



| ' Menetapkan

Undang -- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang — Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarz Republik Indoncsia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang —~ Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

" Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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11.

Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Tbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke
Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 9);

Peraturan Pemerintabh Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat I} Langkat dan Kabupaten Daersh Tingkat I Deli
Serdang ( Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan
Lembaran Negara RI No 3323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional .Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemertntah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

{ Lembaran Daerah Kahupaten Langkat ‘Talvan 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 ):

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LANGKAT



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
‘2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagal unsur penyelengg.,axg
' Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
- kewenangan Dacrah.
Bupati adalah Bupati Langkat.
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kall;:i:atcn Langkat.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. -
Kepala Dimas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Langkat.

8. 'Unigkalfelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur
Pclaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan
Kawsasan Permukiman Kabupaten Langkat . - ' o

9. fabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negert Sipil
yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggung
jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya. o

10. Pegawai Negeri Sipil disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

* Pemerintah Kabupaten Langkat.

—
.

Al

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perumaban dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawsh dan bertanggung
. Jawab kepada bupati mclalui Sekretaris Dacrah.

(3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- mempumyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

Er;g menjadi kewenangan Dacrah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten.,

.{4.)E Dalam melabkeanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada a i
< yat (3) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi ¢

a. perumusan kebyjakan teknis Perumahan dan Kawasan Permukimsan pada
- b. penyusuman rancangan kebijakan, rencana program, rencana anggaram,
" pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang Perumahan-
dan Kawasan Permukiman;
¢. perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendalian,
~ dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berada dalam lingkup tugas
pokok dan urusan-urusan yang diselenggarakan, termasuk infrastruktur untuk
kawasan kumuh, daerah perbatasan antar kabupaten, kawasan terpencil/tertinggal,
dan pulau-pulau kecil;



.d. pelaksanaan kebijakan Perumahan dan Kawasan Pukiman;’ o

¢. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan .dl bidang
Perumahan dan Xawasan Permukiman dengan kmentenanﬂcmbagal
dacrabfinstansi yang terkait dan berwenang sesual dengan program/kegiatan

 yang dilaksanakan;

o gedung dan rumah pegara; _ ]
2. penanggtﬂangandamraxdanperbmkankcrusakanmﬁastmknrpammhandm
permukiman akibat bencana alam. -
h. pelaksaan evaluasi dan laporan proram kerja  Perurnahan dan Kawasan
e acimini i Dinas Perumahan dan Kawasan P i ;
i. pelaksanaan admimstrasi Dinas Perul . !
pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman;
Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan;
- Uit Pelaksana Teknis ( UPT) Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

PO RD TR

2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
~a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
~ b. Sub Bagian Keuangan;

- 3) Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada
* ayat (1) huruf ¢, membawahi:
. a. Scksi Pengembangan Permukiman;
b. Scksi Pengembangan Perumahan Rakyat.
¢. Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya

4) Bida_ng' Pembangunan Pemelibaraan dan Pengelolaan bagaimanz dimakend pada
© . ayat (1) huruf d, membawahi : _ *

~a.  Scksi Prasarana Dasar; dan
- b Seksi Prasarana Lingkungan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pérmukiman sebagrimana

‘dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatyan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagiar pertama
Kepala Dinas

Pasal §

I ! -I - - m - - . -

1) Kepala Dinas mempunyal tugas m-ercncanakan, emimpin, mengkoordinasikan,

( )-mﬂm mengawasi, dan mengendahkf_m serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
dibidang Peramahan dan Kawasan Permukiman.

3 ot -
: (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas

i fungsi: o i
:cm kebijakan teknis, pcngkoordm'asmn‘, dan pengelolasn kewenangan

" bidang Perumahan dan Kawasan Pcrmukl.man, .

. perumusan rencana strategls, Tencana kerja, scrtapelapmml, dan ]

c. penanggung jawab pengelolaan administrasi, keuangan pembinaan
- ke walan; . -

d. pepcn:;nggtmgjawab pelaksanaan tugas da.Pemmahan danKawasa.n Pcrmnhx;::s

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

' pokoknya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6
| (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana. keglamn, melaksanak‘an,
- .mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi wnum, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

(2) Unwuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sckretariat
mempunyai fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaisn, keuangar dan
. perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fingsi Dinas;
'b.  pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
. Dinas;
¢.  penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja
" Perangkat Daerah terkait;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3_) Se_kretaris mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkzn rencana kerja Dinas;
b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan periengkapan
-+ untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
: Dinas;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait;
e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin ketjasama yang baik dan saling
.+ mendukung;
f.  menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
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melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya, dan;

“h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasam; ' L
. mendistribusikan tugas sesnai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

kinerja;
~ pembinaan administrasi dan rumah tangga;
melakukan urusan ketatalaksanaan; - )
menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Perumahan dan

Permukiman;

" m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sckretariat;

menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

tahunnya; .
membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan; .
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 7

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana
operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ) .
mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian
kerja;

menylapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
‘melaksanakan kebijakan perencapaan kegiatan Dinas;

" menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;

melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
melaksanakan urusan perlengkapan dan invetaris barang serta kebutuhan rumah tangga

" Dinas;

menghimpun dan mempelajari peraturan Pcﬁmdang-lmdangan dan Juklak teknis serta

 bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usahia;
- mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai

keperluannya; :
melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisast Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

- melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan
- pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;

men)iclf:nggamkan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pengampulan data
pegawar, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawat;

- reengelola administrasi tentang kedudulean hale Pegawai;

me;la}lf(.u;t:;km daflar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setatnm:

me pembinaan pengawasan dan penegakan disipli serta penilaian terhadap
bawahan; ® e distplin

memberikan penilaian terhadap bawaban dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya;

-membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesvai dengan peraturan yang berlaku sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan i
o ana g e sesuat dengan tugas dan



a.
b.
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Pasal 8

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan rencana operasional
- Sckretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

" mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian

. kerja; |
menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta
 analisis pelaksanaan anggsran;
menghitg;uu, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan

- anggaran; -
menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan
barang/jasa;
melaksanakan perencanaan program anggaran; ]
melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanasn anggaran serta
menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPY; )
memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap

: _I'tahunnya;

L v

mermbuat laporan pelaksanaan kegiatan .sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai
_ pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan, )

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

_ Bagian Ketiga
Bidang Pergembangan Perumahan dan Permukiman

Pasal 9

-(I')-IBidang Pengembangar Perumahan dan Permukiman (PPP) mempunyai tugas

‘membantu  Kepala Dinas  dalam pelaksanaan urusan perumshan, kawasan
permukiman, dan Pembinaan Perumahan formal dan swadaya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada azyat (1), Bidang

Pengembangan Perumahan dan Permukiman (PPP) mempunyai fungsi:

‘4. penyusunan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten
dalam wrusan perumahan, kawasan permukiman, dan Pembinaan Perumahan
formal dan swadaya di wilayah kabupaten dengan berpedoman pada kebijakan

_dan strategi nasional dan provinsi;

b. penyusunan dan melaksanakan kebijakan daersh  dengan berpedoman pada

. stategl nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
rekayasa teknologi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan Jdan

. - Pembinaan Perumahan formal dan swadaya:

C. penyusunan rencana induk dan/atau rencana detail untuk penyediaan dan
pengembangan perumahan, infrastruktur kawasan pemmukiman, dan

o Pem'hinaan Perumahan formal dan swadaya, termasuk rencana peningkatan

kumuh, peremajaan  kawasan peruukiman, pelestarian  kawasan dan banguman
. yang bernilai budaya/sejarah, danpcngembangannnnahyanglayakhzmi;
d. pelaksanaan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan
- kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, p i

lingkungan hunian, kawasan permukiman, dan Pembinaan Perumahan formal dan
swadaya;



e aksanasn kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur perumahan,
- ka:Nasan pcrmuk{man, dan Pembinaan Perumahan formal dan swadaya pada
tin: kabupaten; ) .

f mmwkcgam penataan kawasan permukiman kumuh dan penyedlaan
© infrastuktur bagi masyaraka!yangklmgmampudalamknwasanpermuhmm

- kumuh; .
£ pelak‘sh;naan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas wvmum perumshan dan
"~ kawasan ukiman; _
h. pelaksana?ac:m pengawasan dan pcngcndz?han terhadap pclaksanaan peraturan
rundang-undapgan,  kebijakan, strategi, secrta pmgram/keg;lman dalam.
" kawasan permukimin, dan Pembinaan
penyelenggaraan urusan perumahan, . -
- Perumahan formal dan swadaya pada tingkat kabupaten; ] .
'i. penyiapan rencana lokasi kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap
" bang ISIBA);
J pemg:b’;'ig pendampin%e;n bagi orang perscorangan yang melakukan
' bangunan rumah swadaya; ) )
k. ﬁp:?;yusunan rencana dan fasilitasi upaya—upayapmlflgkamn kualitas pc.rumm
" dan permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, dan pulau-pulan
uni; _ ]
. zﬁnugsgn rencana program kerja sama dalam bldang .penyedlaan dan
- pengembangan  infrastruktur antar kota dan desa dalam }qntayah kabupaten
untuk mendukung pengembangan wilayah, serta peningkatan ckonomi
lokal/masyarakat; ] )
. penyiapz:ly fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,
* terutama bagi MBR; '
n, . pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia
dan  kelembagaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan perumahan, kawasan permukiman, dan Pembinaan Perumahan
formal dan swadaya di wilayah kabupaten; .
0. peromusan rancangan petunjuk tekmis, petunjuk pelaksanamm, dan penyajian
* informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan
. permukiman, dan Pembinaan Perumahan formal dan swadaya;
p- pelaksansan pemanfaatan tcknologi dan rancang bangun untuk perumahan,
. kawasan permukiman, dan Pembinaan Perumahan formal dan swadaya yang
ramah lingkungan serta pemanfaatan industti bahan bangunan yang
mengutamakan sumber daya dalam negeii dan kearifan lokal yang aman bagi
- kesehatan; dan
¢ pelaksanaan tugas lainnya yang diberikar oleh atasan sesuai dengan tugas
pokoknya.

* (3) Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala
- . Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan
bertanggungjauwab langaung kepada Kopala Dinas melalui Sckyciaris Dinas.

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Perumahan dan Permuliman membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Permukiman;
b. Seksi Pengembangan Perumahan Rakyat ;
¢. Seksi Pembinaan Perumahan formal dan Swadaya.

- (2) Masing-masing Seksi schagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
' Kepala' Seksi yang dalam melaksanakan tgas pokok berada dibawah dan

bertanggungjawab  langsung  kepada Kepala Bidang Pengembangan Perumahan
danPermukiman. '



Pasal 11

) Seksi i i ; dalam Pasal 10 ayat (1)
- (1) Seksi Pengembangan Permukiman sebagaimana dmmksud ‘
‘buruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penge..mbmgml.Pmmahan
dan: Permukiman dalam penyelenggamaan urusan pen: infrastroktur
- permnkiman.

) .Uniuk menyelenggarakan tugas sebaga]jmana. dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi:

penyiapan rancangan arah dan kcbi:iakan teknis dinas dalam pelaksanaan

urusan penyediaan infrastruktur permukiman ; ]

b. perencanaan teknis dalam lingkup tugas dan fungsi Seksi Pengembangan
Permukiman; ) .

¢. pc]aksanaanpmgrmndankegiatanyangtermasukdalamhnghlp tugas dan fungsi

- Seksi Pengembangan Permukiman; ; )

d. pengawasan terhadap pelaksapaan semua urusan yang‘dlselenggmkan melalui
“Seksi Pengembangan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya;

e. penyiapan data dan laporan untuk pemantauan c.ian.evaluam atas pelaksanaan

" seluruh  program dan  kegiatan yang menjadi tanggungjawab  Sekai

a

. Pengembangan Permukiman;
{. pengoordinasian  pelaksanaan tagas dan fungsi Seksi Pengembangan
Permukiman;
g. pembinaan administrasi dan aparatur dalam lingkup Seksi Pengembangan
. .- Permukiman; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
_ pokoknya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
‘ayat (1) huruf'b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perumahan.

(2) Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengembangan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- 4. penyiapan rancangan arah dan kebijakan teknis dinas dalam pelakssnaan urusan
perumahan; '
~ b.perencanaan teknis dalam lingkup tugas dan i Seksi P
Perumahan Rakyat; fungs "rBembangan
¢. pelaksanaan program dan kegiatap yang termasuk dalam lingkup tugas
J fungsi Selsi Pengembangan Perumahan Rakyat; dan
4. pengawasan terhadap pelaksanasn semua urusan yang diselenggarakan melalui
. Seksi Pcngcml?angan Perumahan Rakyat dan Pembinaan Perumahan Formal dan
Swadaya sesuai tugas dan fungsinya;

.. € penyiapan data dan laporan untuk pemantauan danevaihasi atas pelaksanaan
‘scloruh  program  dan  kegjatan yang menjadi tanggungjawab  Seksi

Pcngemb{mgan Perumahan Rakyat;
f." pReﬂkngoordmasian pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangar Perumahan
yat,
g. pembinaan administrasi dan  aparatur dalam lingkup Seksi Pengembangan
' Perumahan Rakyat; daa

* h. - pelaksanaan tugas lainnya diberikan  oleh i
pokoknya. yang 0 atasan sesual dengan tugas



Pasal 13

" (1)Seksi Pembinam Perumahan Formal dan Swadaya mempunysi tugas pokok
melaksanakan scbagian tugas Bidang Pembinaan dan PengembangaPerumahasn
Ilin'gkup pembinaan perumahan formal dan swadaya.

- - (2) Dak i dimaksud pada ayat (1),
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana :
" SeksiPembinaan Perumahan Formal dan Swadaya menyelengarakan fungsi :

a penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembinaan Peramaban Formal dan
Swadaya ;
b . penyusyuzan bahan petunjuk tcknis lingkup pembinaan perumahan formal
c. penyiapmbahanpenyusunandanpenyiapanNormaStnndardemml(NSPM)
" dibidang perumahan formal dan swadzaya ;
d. penyiapan bahan pemberiaan masukan dalam penyusunan dan perumusan RPJP dan
- RPJN Kabupaten tentang perumahan formal dan swadaya ; .

. 'pelaksanaan sosialisasi kebijakan, strategi, program, dan NSPM bidang perumahan

. formal dan swadaya ;

f. penyiapan bahan pengkajian study kelayakan dibidang pm'umahan formal dan

" swadaya baik secara fisik, sosial budaya, dan peluang sumber pembiayaan ;

'g. pengumpulan dan menginventarisir data-data dibidang perumahan formal dan
swadaya; '

'h. penyiapan bahan koordinasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan

" perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi (formal) dan
pembangunan perumahzan yang dilakukan oleh masyarakat (swadaya);

i. pengumpulan bahan dan data, inventarisasi asset pemeribtah daerah dibidang

- perumahan formal dan swadaya ;
j. penyiapan bahan dan data penyusunan Rencana Pemerintah Kabupaten Dalam
- Pembangunan dan Pengembangan Peramahan dan Permukiman Daerah (RP4D) dan
. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya ;

k. penyiapan bahan dan data sebagai masukan dalam penetapan kebijakan dan strategi,
mopitoring, dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan dalam penyelenggaraan
dibidang perumahan formal dan swadaya ;

l. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan tugas dan

~ fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan

Fasal 14

Bidang Pembangunan Pemecliharaan dan Pengelolaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang
“berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan mempuyai tugas pokok
- melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup prasarana dasar dan lingkungan. i

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
' Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan menyelenggarakan fungsi : ’
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4. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pembanguran Pemeliharaan

dan Pengelolaan ;

' b. penyvsunan petunjuk teknis lingkup prasarana dasar dan lingkungan;
* 'z. pelaksapaan pembangunan dan pengkoordinasian pemelibarasn rehalibitasisarana

dan prasarana dasar di kawasan perumahan dan permukiman ;

d. pelaksaan pembangunan dan pengkoordinasian pemeliharaan / rehalibrtam sarana

* dan prasarana lingkungan ;

‘¢. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan lingkup bidang pembangunan

pemeliharaan dan pengelolaan ; | ] -
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai dengan tugas dan

funsinya.
Pasal 16

(l). Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan membawahkan:

a. Sekst Prasana Dasar ;
“b. Seksi Prasana Lingkungan ; dan

' (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Kepala Scksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Pemecliharaan dan
Pengelolaan.

‘Pasal 17

(1) Seksi Prasarana Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan lingknp prasarana dasar.

- {2) Dalam melakasanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud kepada ayat (1),Seksi

()

Q).

'"Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Prasarana Dasar H

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup prasarana dasar ;

¢. pelaksaan dan pengkoordinasian pembangunan pemeliharaan prasarana dasar

. termasuk rehalibitasi jaringan jalan, drainase primer lingkungan, drainase sekunder
lingkungan, jembatan lingkungan, air bersih (hidran wmum/ kran vmum), dan mandi
cuci kakus (MCK)) ;

d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

gﬂakm tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan tugas dan
: gsinya.

L

Pasal 18

Seksi Prasarana Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidgng Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan lingkup prasarana lingkungan ;

'.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

: Prasarana Lingkungan menyelenggrakan fungsi :

a. penyiapan rencana, prograrn, dan kegiatan Seksi Prasarana Li

b. penyusunan bahan petunjuk teknislingkup prasarana linglkungan ; ;
¢. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan pemelibaraan sarana lingkungan
pelayanan umum termasuk rehabilitasi bangunan pemiagaan atam perbelanjaan,
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' | pendidikan, kesehatan, rekreasi, kesehatan, peribadatan, dan olahraga, serta utilitas
lingkungan ; . .
iapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan gelaksanaan_ﬂgas ;

g-' ﬁrksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai denga tugas dan

fungsinya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19
(1) Un
‘bertanggung jawab
(2), Unit Pelaksaana Teknis Dinas ada. lah pelaksana teknis Dinas Pcrmnahan' k;;.:nn Kawamtdgﬂs
Pernukiman yang mempunyai tugas untuk mclaksanakan sebagian
* éperasional Dinas Perumahan dan Kawasan Pensukiman.
(3). :ngamn tentang UPT Dinas Perumahan -dau' Kawasan Pemuklman , mMengenai
. nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fimgsi diatur lebih lanjut
"' dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang —undangan.

it Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala L
anis kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemmkiman.

BABV
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perukiman merupakan jabatan eselon I b atan
yjabatan punpinan tinggi pratama. '
.{2) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, merupakan jabatan eselon Il a
atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman , merupakan jabatan
. eselon I b atau jabatan administrator.,
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknjs pada Dmas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan jabatan eselon IV a atay jabatan
' pengawas.

- Pasal 21

Sclain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada Dinas Perumahan dan Kawasan
" Pemukiman terdapat jabatar pelaksana dan Jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22
(1) Jabatan Fungsional ditctapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang

dibutubkan sesuai dengan prosedurketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
sesual dengan keahlian dan kebutuhan,
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(3) Kelompok

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsionalyang diatur

" dan diietapkan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan.

{4) _Kélompok Jabatan Fun

gsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yangditunjuk oleh Kepala Dinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional
(6) Jenis dan jenjang jabaian
(7) Pembinaan  terhadap tenaga

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
fungsional diatur sesuaiperaturan perundang-undangan.
fangsional ~ dilakukan sesuai dengan peraiuran

: pcmndang—undangan-

1y

sinkronisasi dan simplifikasi AU
" 'Pemukiman maupun dengan lembaga teknis lainnya.

)
0)

(D

BAB VI
TATA KERJA
Paszl 23

Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
Kepala : dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.

'Seliap pimpinan satuan organisasi dalam lmglumgan kerjanya bcrkcwa; )
" memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

- pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 24

Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPIMD
Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan

. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan baban Laporan

(2)

Kelerangan Pertangpungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fongsinya
bertlasarkan ketentuan yang berlaku.

Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman berkewajiban: '

@ Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan, mempersiapkan bahan
- penyusunan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin (LAKIF), menyusun bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangsn
Pertanggungjawaban (LKPI) Bupati sesnai tugas dan fungsinya berdasarken

ketentuan yang berlaku;

.. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung

jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil
pc_laksanaan tugas secara cepat dan tepat; '

€. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan

3

' pencapaian tujuan organisasi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dicvaluasi scbagai bahan

laporan tiap Jjenjang jabatan sebagai bahan untuk menyustn kebijakan lebih lanjut.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Keputusan
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.
Ditetapkan di Stabat
pada tanggal b Desember 2016
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal & Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR
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